BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 135 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Menimbang :

Mengingat

DI KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, yang menyatakan “Tarif Retribusi ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian”, maka perlu
mengubah tarif retribusi yang berlaku;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka tarif retribusi Tempat Khusus
Parkir perlu ditinjau kembalj;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi
Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Pasuruan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 1950
Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82
Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);



Menetapkan

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lemabaran Daerah Nomor
246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus
Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 336).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN BESARAN
TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal I

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka besaran Tarif Retribusi
Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus
Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasuruan Nomor 10 Tahun 2013 diubah, sehingga rumusannya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



Menetapkan

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
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Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus
Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 336).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN BESARAN
TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal I

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka besaran Tarif Retribusi
Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus
Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasuruan Nomor 10 Tahun 2013 diubah, sehingga rumusannya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Oktober 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

Diundangkan di Pasuruan M. IRSYAD YUSUF
Pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 135



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR
TANGGAL

135 TAHUN 2022
. 3 OKTOBER 2022

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO

JENIS OBJEK/ PELAYANAN TARIF (RP.) KETERANGAN
1 | Sepeda M Rp. 2.000,- /
ehecatiiotan Sekali Parkir
Mobil Penumpang dan Mobil Rp. 3.000,- /
2 Barang JBB <3.500 Kg (R4) Sekali Parkir Btasan Waktu
Mobil B JBB >3.500 K | e e
i - . .| Rp. 10.000,- pada tempat
3 | Mobil Bus Umum yang dilengkapi . : ,
. . . / Sekali Parkir | khusus parkir
Tempat Duduk tidak lebih dari 28 adalah per hari
4 Mopl Bu§ yang tempat duduk Rp. 1§.OOO,_— y/ ik parkr
lebih dari 28 Sekali Parkir
5 Kereta Gandeng dan / atau dan Rp. 10.000,- /

Kereta Tempelan

Sekali Parkir

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF




PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PARKIR KHUSUS

KABUPATEN PASURUAN KOTA KOTA KAB. KAB.
No|  JENIS KENDARAAN PASURUAN MALANG | PROBOLINGGO | SIDOARJO
TARIF LAMA | TARIF BARU | o0 7 o -
(Rp) (Rp) P (Rp) F(Rp) | TARIF (Rp)
SEPEDA MOTOR 1.000,- 2.000,- 1.000,- 2.000,- 1.000,- 3.000,-
2. | MOBIL PENUMPANG DAN
MOBIL BARANG JBB < 2.000,- 3.000, - 2.000, - 3.000,- 2.000,- 5.000,-
3.500 Kg
3. | MOBIL BARANG JBB
>3.500 Kg MOBIL BUS
UMUM YANG DILENGKAPI 7.000,- 10.000,- 10.000,- 3.000,- 3.000,- 6.000,-
TEMPAT DUDUK TIDAK
LEBIH DARI 28 SET
4. | MOBIL BUS YANG
TEMPAT DUDUK LEBIH ; 15.000,- _ ] _ )
DARI 28
5. | KERETA GANDENG DAN /
ATAU KERETA TEMPELAN 10.000,- 10.000,- 5.000,- - - 7.500,-






